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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Data dari Pusat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai (PPAJP)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI per 21 Juni 2012 memperlihatkan jumlah
Akuntan Publik di Indonesia sebanyak 1.007 orang dan 55% berdomisili di
Jabodetabek. Padahal, penduduk Indonesia berjumlah hampir 250 juta orang.
Dibandingkan negara Asean lainnya Singapura yang memiliki 15.120 Akuntan
Publik dari total penduduk sekitar 5 juta dan Thailand yang memiliki 6.000
Akuntan Publik dari total penduduk 66 juta orang. Menuju AFTA (Asean Free
Trade Area) tahun 2015, dibutuhkan solusi dalam meningkatkan jumlah Akuntan

Publik.

Profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung
perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta_meningkatkan transparansi
dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Peran Akuntan Publik terutama
untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan
keuangan suatu entitas. Tanggung jawab seorang Akuntan Publik terletak pada
opini atau pendapat yang diberikan terhadap kewajaran laporan keuangan entitas

yang akan digunakan oleh masyarakat.
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Dalam era globalisasi, jasa Akuntan Publik sangat dibutuhkan dalam
pengambilan keputusan ekonomi yang akan berpengaruh secara luas. Oleh karena
itu, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme yang akan mendukungnya dalam melaksanakan tugas dengan

baik dan dapat memelihara kepercayaan publik.

Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan
profesi Akuntan Publik, maka diperlukan adanya Undang-Undang khusus yang
mengatur tentang profesi Akuntan Publik. Banyak terdapat undang-undang yang
menyebutkan mengenai keberadaan “akuntan publik”. Undang-undang tersebut
antara lain, UU No. 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan, UU No. 11
tahun 1992 tentang Dana Pensiun, UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, UU
No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 2 tahun 2011 tentang
Partai Politik. Namun, Perundang-Undangan tersebut hanya mengatur sebagian
dan hal-hal mendasar mengenai profesi Akuntan Publik dari profesi akuntan dan
kurang relevan untuk kondisi perekonomian dewasa ini. Diantaranya denda
kurungan atau denda setinggi-tingginya sepuluh ribu Rupiah. Oleh karena itu,
diperlukan undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik secara

signifikan.

Tanggal 5 April 2011 merupakan hari yang bersejarah bagi dunia akuntansi di
Indonesia. Setelah melewati diskusi dan proses yang panjang, akhirnya RUU
tentang Akuntan Publik disahkan menjadi UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan
Publik pada rapat paripurna DPR di Jakarta. Undang-Undang yang disahkan pada

tanggal 3 Mei 2011 ini berisi 62 pasal yang diharapkan dapat memberikan
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landasan hukum yang lebih kuat dan jelas bagi profesi Akuntan Publik. Latar
belakang UU No. 5 tahun 2011 antara lain yaitu adanya tuntutan masyarakat
terhadap integritas dan profesionalisme Akuntan Publik serta untuk melindungi

kepentingan Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

Direktur eksekutif 1Al Elly Zarni (2014:13) menyatakan bahwa dalam
menghadapi AFTA 2015 akuntan sebagai profesional harus senantiasa
memutakhirkan ilmu dan keahlian mereka. Maka pada ulang tahun IAl 2013
meluncurkan gelar 'Chartered Accountant' kepada anggota IAl. Pemegang gelar
ini wajib mengikuti kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) dan
pemegang gelar ini memiliki keuntungan untuk bekerja di negara-negara Asean

seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan lainnya.

Undang-undang ini ternyata juga mengundang polemik bagi orang-orang
dalam dunia akuntansi. Fajar Sri Wahyuni (PPAJP) selaku Kepala Sub Bidang
Pemeriksaan Usaha dan Akuntan Publik PPAJP Kementerian Keuangan RI
berkata bahwa struktur usia Akuntan Publik sekarang yang lebih dari 50 tahun
sebanyak 64 persen, sehingga kemungkinan terjadi penurunan jumlah Akuntan
Publik secara signifikan dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Hal inilah yang
mendasari pemerintah untuk tidak membatasi setiap orang yang ingin mengikuti
Pendidikan Profesi Akuntansi. Lulusan dari non akuntansi boleh mengikuti
pendidikan tersebut. Sebagian pihak setuju karena undang-undang ini akan
membantu meningkatkan jumlah Akuntan Publik di Indonesia karena pintu
terbuka lebar bagi sarjana non akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik asalkan

mereka lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan juga karena terdapat
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aturan yang melindungi profesi Akuntan Publik secara mendasar. Sebagian pihak
tidak setuju karena undang-undang ini merisaukan sarjana akuntansi yang telah
menekuni bidang akuntansi selama kurang lebih 4 tahun. Hal ini berarti untuk
menjadi Akuntan Publik tidak harus berasal dari sarjana akuntansi. Sarjana
akuntansi harus bersaing dengan sarjana non akuntansi. Hal yang menjadi
pertanyaan adalah apakah kualitas Akuntan Publik yang berasal dari sarjana
akuntansi dan non akuntansi akan sama serta apakah undang-undang seperti ini

mempengaruhi minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik.

Akuntan Publik harus mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK)
terlebih  dahulu. Setelah mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi, akan
memperoleh gelar akuntan. Sebelum berlakunya Pendidikan Profesi Akuntansi,
gelar akuntan secara langsung hanya diberikan kepada lulusan perguruan tinggi
negeri atau melalui jalur test Ujian Nasional Akuntansi (UNA) Dasar dan Ujian
Nasional Akuntansi (UNA) Profesi. Proses perolehan gelar yang diskriminatif ini
mendorong lkatan Akuntan Indonesia (IAl) dan Departemen Pendidikan Nasional
melalui Dirjen Dikti merasa perlu meninjau kembali peraturan ini. Akhirnya pada
akhir tahun 1997, Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang merupakan
salah satu syarat menjadi akuntan publik pun mulai berlaku. Untuk mengikuti

USAP, harus mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi terlebih dulu.

Berdasarkan pro dan kontra yang ada, penulis tertarik “untuk meneliti
beberapa pasal dalam UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang
mempengaruhi minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik.

Dalam penelitian ini diprediksi persyaratan Akuntan Publik, kewajiban Akuntan
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Publik, dan sanksi Akuntan Publik yang ada dalam Undang-Undang ini

berdampak terhadap minat mahasiswa Akuntansi.

Persyaratan menjadi Akuntan Publik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-
Undang nomor 5(lima) tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 6 adalah
memiliki sertifikat tanda lulus ujian Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) yang
sah, berpengalaman, berdomisili dalam wilayah NKRI, memiliki Nomor Pokok
pencabutan izin Akuntan Publik, tidak pernah dipidana, menjadi anggota Asosiasi

Profesi Akuntan Publik dan tidak berada dalam pengampunan.

Persyaratan menjadi Akuntan Publik akan berdampak positif terhadap minat
mahasiswa akuntansi karena sebelum adanya Undang-Undang no 5 tahun 2011
tentang Akuntan Publik minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi
sudah sedikit, sehingga diperkirakan dengan adanya Undang-Undang nomor 5
tentang Akuntan Publik dapat meningkatkan minat mahasiswa akuntansi untuk
menjadi Akuntan Publik karena terdapat regulasi yang jelas untuk dipenuhi oleh

mahasiswa yang berminat untuk menjadi Akuntan Publik.

Kewajiban menjadi Akuntan Publik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-
Undang nomor 5 (lima) tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 25 adalah
Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Berdomisili di NKRI dan
berdomisili di KAP-nya, menjadi rekan KAP dalam jangka waktu 180 hari sejak
izin Akuntan Publik diterbitkan, melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam
jangka waktu 30 hari setelah menjadi Rekan pada KAP, Menjaga kompetensi

melalui pelatihan profesi berkelanjutan, berprilaku baik, jujur, bertanggung jawab,

Undang-Undang..., Sutikpo, FB UMN, 2014



dan mempunyai integritas tinggi. Kewajiban akan berdampak positif terhadap
peningkatan minat mahasiswa akuntansi karena berisi tentang kewajiban dan
tuntutan yang harus dijalani untuk menjadi seorang Akuntan Publik agar tetap

memiliki profesionalisme dan integritas.

Sanksi administratif menjadi Akuntan Publik sebagaimana dijelaskan dalam
undang undang nomor 5 (lima) tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 53 yaitu
berupa rekomendasi melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis,
pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas, pembekuan izin,
pencabutan izin dan/atau denda. Sanksi atas tindakan selanjutnya dijelaskan
dipasal 53 sampai dengan pasal 58. Sanksi admistratif akan berdampak positif
terhadap minat mahasiswa akuntansi karena secara manusiawi manusia berusaha
menghindari kewajiban dan sanksi atas perbuatannya sehingga dalam sanksi ini
dijelaskan setiap perbuatan dan sanksi yang akan diterima bila tidak menjunjung

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan profesionalisme.

Penelitian ini mereplikasi penelitian (Satya, 2011), Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian yang direplikasi adalah:

1. Variabel penelitian ini berbeda yaitu pasal 6 (syarat untuk menjadi Akuntan
Publik Indonesia), 25 (kewajiban untuk menjadi Akuntan Publik Indonesia), 53,
55-58 (sanksi administrasi dan pidana untuk Akuntan Publik Indonesia yang
melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak) dalam Undang- Undang
Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan penelitian

sebelumnya menggunakan pasal 6(1a), 7(1), 13(4), 17(2), 60(a) dalam Undang-
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Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan

Undang- Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 1954.

2. Objek penelitian ini berbeda yaitu penelitian ini menggunakan sample yang
berasal dari Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Pelita Harapan,
Universitas Bina Nusantara, Prasetya Mulia Business School dan penelitian

sebelumnya menggunakan sample mahasiswa Universitas Bina Nusantara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penelitian ini diberi judul:
“UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN PUBLIK
DAN DAMPAKNYA TERHADAP MINAT MAHASISWA UNTUK

MENJADI AKUNTAN PUBLIK”.

B. Batasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa pasal yang berpengaruh
terhadap minat mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi(PPAk) dan selanjutnya

Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), yaitu:

1. Pasal 6 _UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, mengenai
persyaratan yang harus dilaksanakan dan dipenuhi dalam rangka menjadi
Akuntan Publik.

2. Pasal 25 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan  Publik, mengenai
kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka menjadi
Akuntan Publik yang harus ditaati sesuai standar dan kode etik profesi.

3. Pasal 53, pasal 55 - 58 UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik,

mengenai sanksi-sanksi menjadi Akuntan Publik. Sanksi-sanksi Akuntan

Undang-Undang..., Sutikpo, FB UMN, 2014



Publik yang tegas dan jelas, baik sanksi administratif, maupun sanksi
pidana. Sanksi-sanksi ini untuk mencegah adanya kecurangan yang
dilakukan oleh Akuntan Publik dan diharapkan dapat mencegah kesalahan

itu terulang.

4. Objek penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi di Universitas
Multimedia Nusantara, Universitas Pelita Harapan, Prasetya Mulya

Business School, dan Universitas Bina Nusantara pada tahun 2014

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dilakukan

pembatasan ruang lingkup di atas, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Apakah persyaratan Akuntan Publik berdampak positif terhadap minat
mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik?

2. Apakah kewajiban Akuntan Publik berdampak positif terhadap minat
mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik?

3. Apakah sanksi Akuntan Publik berdampak positif terhadap minat
mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik?

4. Apakah persyaratan, kewajiban, dan sanksi Akuntan Publik secara
simultan berdampak positif terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk

menjadi Akuntan Publik?

Undang-Undang..., Sutikpo, FB UMN, 2014



D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan

menganalisis mengenai hal-hal berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh persyaratan Akuntan
Publik terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan
Publik.

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kewajiban Akuntan
Publik terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan
Publik.

3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sanksi Akuntan
Publik terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan
Publik.

4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh persyaratan,
kewajiban, dan sanksi Akuntan Publik terhadap minat mahasiswa

Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penulis berharap agar

penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian sejenis lainnya dalam
rangka mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan dunia

pendidikan.
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2.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui apakah
terdapat pengaruh Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan
Publik terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan
Publik.

Bermanfaat bagi calon-calon Akuntan Publik dalam memberikan
informasi yang lebih jelas mengenai persyaratan, kewajiban, dan sanksi
Akuntan Publik.

Memberikan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa Akuntansi
tentang Undang-Undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan
dapat bermanfaat dalam menentukan pilihan untuk meneruskan

pendidikan ke jenjang berikutnya.

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat memperolen gambaran yang menyeluruh serta mempermudah

pemahaman atas penelitian, maka penelitian ini dapat dibagi menjadi lima bab

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB |

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan, identifikasi
masalah, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
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BAB Il

BAB Il

BAB IV

BAB V

TELAAH LITERATUR

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan,
penelitian terlebih dahulu, hubungan antar variabel, kerangka

pemikiran, hipotesis, dan model penelitian.

METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai pemilihan objek penelitian, metode
penarikan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan

data, dan teknik pengujian hipotesis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil-hasil dari penelitian, dari tahap analisis,
desain, hasil pengujian hipotesis dan implementasinya, berupa

penjelasan teoritik, baik secara kualitatif dan kuantitatif

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban
atas masalah penelitian serta tujuan penelitian yang dikemukakan
pada Bab I. Pada bab ini juga dipaparkan tentang keterbatasan dari
penelitian. = Saran merupakan usulan penulis kepada penulis
selanjutnya untuk mengatas kelemahan yang terdapat dalam

penelitian.
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